BABV
PENUTUP
5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penarikan hibah menurut
hukum perdata dan hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa hibah pada
prinsipnya merupakan suatu pemberian yang dilakukan secara cuma-cuma
dan atas dasar kehendak serta kerelaan pemberi kepada penerima. Dalam
perspektif hukum perdata, hibah diatur dalam Buku III KUHPerdata,
khususnya Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693. Prinsip dasarnya adalah
hibah yang telah diberikan tidak dapat ditarik kembali secara bebas oleh
pemberi. Penarikan hibah hanya dimungkinkan dalam keadaan tertentu
sebagaimana diatur dalam Pasal 1688 KUHPerdata, yaitu apabila penerima
hibah tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam hibah, penerima
melakukan kejahatan tertentu terhadap pemberi, atau pemberi jatuh miskin
sedangkan penerima menolak memberikan nafkah kepadanya. Dengan
demikian, alasan yang semata-mata didasarkan pada perubahan hubungan
pribadi, rasa kecewa, perselisihan, atau konflik antara pemberi dan penerima
tidak secara otomatis menjadi dasar yang sah untuk menarik kembali hibah.
Dalam perkara antara Bapak Heri dan Bapak Adi, alasan penarikan hibah
yang berkaitan dengan pemberhentian anak Bapak Heri dari yayasan tidak
menunjukkan adanya keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1688
KUHPerdata.

Dalam perspektif hukum Islam, hibah merupakan pemberian harta
secara sukarela (tabarru’) dari seseorang kepada pihak lain yang dilakukan
semasa hidup dan pada dasarnya bertujuan memberikan manfaat kepada
penerima. Ketentuan mengenai hibah dalam hukum Islam di Indonesia
antara lain diatur dalam Pasal 210 sampai dengan Pasal 214 Kompilasi
Hukum Islam. Hibah harus dilakukan oleh orang yang memenuhi syarat,
terhadap harta yang menjadi miliknya, atas dasar kehendak sendiri dan

tanpa paksaan. Mengenai penarikan kembali hibah, Pasal 212 KHI
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menentukan bahwa hibah pada prinsipnya tidak dapat ditarik kembali,
kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Ketentuan pengecualian tersebut
tidak dapat diterapkan terhadap hubungan Bapak Heri dan Bapak Adi karena
penerima hibah bukan merupakan anak dari pemberi hibah. Berdasarkan
hasil penelitian, pemberian hibah dilakukan ketika Bapak Heri berada dalam
keadaan sehat secara fisik dan mental, tanpa paksaan, terhadap tanah
miliknya sendiri, serta disaksikan oleh kepala desa dan sekretaris desa. Oleh
karena itu, alasan berupa kekecewaan akibat pemberhentian anak Bapak
Heri dari yayasan tidak dapat dengan sendirinya dijadikan dasar syar’i untuk
menarik kembali hibah tersebut. Konflik yang terjadi setelah hibah
merupakan persoalan yang berbeda dengan akad hibah yang telah dilakukan
sebelumnya.

Berdasarkan perbandingan antara hukum perdata dan hukum Islam,
terdapat persamaan mendasar bahwa kedua sistem hukum tersebut
menempatkan hibah sebagai perbuatan hukum yang lahir dari kehendak dan
kerelaan pemberi serta pada prinsipnya memberikan perlindungan terhadap
hak penerima setelah hibah dilakukan secara sah. Kedua sistem juga sama-
sama tidak membenarkan penarikan hibah secara sewenang-wenang.
Perbedaannya terletak pada konstruksi dan dasar pengecualian penarikan
hibah. Hukum perdata secara tegas mengatur beberapa alasan penarikan
melalui Pasal 1688 KUHPerdata, sedangkan hukum Islam Indonesia melalui
Pasal 212 KHI memberikan pengecualian khusus terhadap hibah orang tua
kepada anak. Dalam perkara yang diteliti, baik berdasarkan hukum perdata
maupun hukum Islam, alasan konflik pribadi antara pemberi dan penerima
tidak termasuk alasan yang secara langsung memberikan kewenangan
kepada pemberi untuk mengambil kembali hibah. Terlebih lagi, berdasarkan
hasil penelitian, konflik tersebut muncul setelah adanya pemberhentian anak
Bapak Heri dari yayasan, sedangkan pemberhentian tersebut berkaitan
dengan persoalan ketidakpatuhan terhadap aturan dan ketidakhadiran, serta

bukan semata-mata keputusan pribadi Bapak Adi. Dengan demikian,
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persoalan hubungan kerja atau hubungan pribadi tersebut tidak dapat secara
otomatis menghapus akibat hukum dari hibah yang telah dilakukan.
Berdasarkan analisis perbandingan tersebut, dapat ditegaskan bahwa
tindakan Bapak Heri yang mengambil kembali tanah yang sebelumnya telah
dihibahkan kepada Bapak Adi tidak memiliki dasar yang cukup apabila hanya
didasarkan pada alasan sakit hati atau konflik pribadi akibat pemberhentian
anaknya dari yayasan. Hibah tersebut dilakukan atas dasar kehendak dan
kerelaan pemberi serta ditujukan untuk tanah yang diperuntukkan sebagai
akses jalan dengan ukuran kurang lebih 100 meter x 2,5 meter. Bahkan,
berdasarkan hasil penelitian, tanah tersebut mempunyai fungsi sosial karena
digunakan sebagai akses yang menghubungkan kawasan permukiman dan
dua lembaga pendidikan. Oleh karena itu, baik berdasarkan prinsip hukum
perdata maupun hukum Islam, pencabutan hibah tidak seharusnya dilakukan
secara sepihak tanpa adanya alasan hukum yang dibenarkan. Penyelesaian
terhadap persoalan tersebut semestinya dilakukan melalui mekanisme
hukum yang tersedia dengan tetap memperhatikan kepastian hukum,
keadilan, itikad baik, perlindungan hak penerima hibah, serta fungsi sosial
tanah. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa perubahan
hubungan pribadi antara pemberi dan penerima hibah setelah hibah
dilakukan tidak dengan sendirinya menghapus atau membatalkan hak yang

telah timbul dari pemberian tersebut.

5.2 Saran
Berdasarkan uraian penelitian di atas, penulis memberikan beberapa
saran sebagai berikut:

1. Pemberi hibah secara spontanitas terkadang dapat menimbulkan rasa
penyesalan pada akhirnya, terutama jika terjadi hal-hal yang tidak sesuai
dengan harapan pada saat hibah diberikan. Oleh karena itu, sebelum
memberikan suatu hibah perlu diadakan pertimbangan secara matang

menyangkut dampak yang akan terjadi di kemudian hari.
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2. Dalam pelaksanaannya pemberian suatu hibah harus memenuhi norma-
norma yang berlaku, seperti norma kepatutan, norma agama dan norma
kesusilaan. Kemudian ia juga harus sesuai dengan Hukum Keperdataan
dimana di Indonesia sendiri terdapat aturan yang berbentuk KUHPerdata.
Apabila masyarakat menerapkan aturan tersebut di lingkungannya maka
diharapkan nantinya dapat mempersempit kemungkinan terjadinya

pembatalan atau penarikan kembali hibah.
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